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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 243/Pdt.G/2019/PA.Sub

                                      

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sumbawa  Besar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat  pertama, dalam sidang Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara; 

Satria Kusuma bin Syafruddin,  umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan

terakhir  SD,  pekerjaan  swasta,  bertempat

tinggal di dusun lekong atas RT. 04 RW. 02,

Desa  Lekong,  Kecamatan  Alas  Barat,

Kabupaten  Sumbawa,  berdasarkan  Surat

Kuasa  khusus  tertanggal  04  Maret  2019

telah  memberikan  kuasa  kepada  Kuasa

Hukumnya, Ibnu Hibban, S.H., Advokad dan

Konsultan  Hukum,  yang  berlamat  kantor  di

Jalan  Tengiri  No.  21,  Kelurahan  Seketeng

Pragas,  Kecamatan  Sumbawa,  Kabupaten

Sumbawa,  selanjutnya  disebut  sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

Animawati binti Sapiola, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SLTP,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat  tinggal  di  RT.  04  RW. 02, Desa

Motong, Kecamatan  Utan, Kabupaten

Sumbawa, selanjutnya  disebut  sebagai

Termohon;
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Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar,  dengan register nomor

243/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 20 Maret 2019, telah mengajukan perkara

Cerai  Talak  dengan  mengemukakan  dalil-dalil  yang  pada  pokok  dalilnya

sebagai berikut;

1. Bahwa,  antara  Pemohon  dengan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah,

menikah pada tanggal 6 Oktober 2012 di Kecamatan Utan,    Kabupaten

Sumbawa,  sebagaimana ternyata dalam  Akta Nikah dari Kantor Urusan

Agama Kecamatan Utan,  Kabupaten Sumbawa, nomor  289/10/X/2012

(Terlampir); 

2. Bahwa,  setelah menikah, Pemohon dan Termohon  tinggal bersama di

rumah  orang  tua    Pemohon  di   Desa  Motong,  Kecamatan  Utan,

Kabupaten Sumbawa, dan setelah  berpisah;  

3. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  telah

bergaul sebagaimana layaknya  suami isteri,  dan   dikaruniai  1 (satu)

orang  anak bernama Naida berusia 4  Tahun; 

4. Bahwa,  sejak  September 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon

dan Termohon  mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan

percekcokan antara Pemohon dan Termohon  yang terus menerus yang

sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

a. Termohon dan pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi;  

b. Termohon  tidak  taat  lagi  kepada  Pemohon,  Termohon  selalu  ingin

menang  sendiri  dan  tidak  mau  dinasehati  serta  tidak  menghargai

Pemohon sebagai suami;

c. Termohon tidak bisa mengatur urusan keuangan rumah tangga;

2. Bahwa,  puncak  keretakan  hubungan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  tersebut  sejak  bulan   November  2018  yang  akibatnya  kini
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Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal  kurang lebih 4

(empat) bulan lamanya;

3. Bahwa,  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon  sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

dan  rahma  sudah  sulit  dipertahankan  lagi,  karenanya  agar  masing-

masing  pihak tidak  jauh  melanggar  norma hukum dan  norma agama

maka perceraian  merupakan  alternative  terakhir  bagi  Pemohon untuk

menyelelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

4. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini; 

Berdasarkan alasan/dalil-dalil, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama  Sumbawa  Besar  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

P r i m e r :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberikan  izin  kepada  Pemohon  untuk  mengucapkan  ikrar  thalak

terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa

Besar;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

S u b s i d e r :

Atau, bilamana  Majelis  Hakim  berpendapat  lain,  mohon  perkara  ini

diputus menurut hukum yang seadil-adilnya ( ex aequeo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi

kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon

tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus

orang  lain  sebagai  wakilnya  atau  kuasanya,  meskipun  ia  telah  dipanggil

secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap

rukun  kembali  dalam  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon,  namun

tidak berhasil;
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Bahwa, kemudian  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya

tetap dipertahankan oleh Pemohon;

       Bahwa,  selanjutnya  untuk  menguatkan  dalil-dalil  Permohonannya

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

 Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 289/10/X/2012, tertanggal 06 Oktober

2012,  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Utan,  Kabupaten  Sumbawa,  telah  dicocokkan  dan  sesuai

dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P;

Bahwa, setelah  mengajukan  bukti  surat,  Pemohon  juga  telah

menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. Erwin  Yulianto  bin  Ahmad  Nir,  umur  58  tahun,  Agama  Islam,

pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 04 RW. 04,

Dusun Karang Atas, Desa Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa,

sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya

secara  Islam  memberikan  keterangan  di  dalam  sidang  yang  pada

pokoknya adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

kediaman bersama di rumah kediaman orang tua Termohon;

c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

d. Bahwa,  semula  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan  rukun dan harmonis,  namun  sejak  tahun 1  tahun berjalan

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak

rukun  lagi  adalah karena faktor  ekonomi  rumah tangga  yang  tidak

tercukupi,  Termohon  boros  dalam  memegang  keuangan,  saksi

menyimpulkan  Termohon  boros  dari  penampilan  Termohon  yang

terlihat  serba  mewah  dan  barang  mahal,  tidak  sebanding  dengan

Pemohon yang bekerja dan berpenghasilan seadanya;

f. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih  4 bulan,  Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama
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dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi; 

g. Bahwa,  Bahwa,  selama  berpisah  tempat  tinggal  selama  4  bulan

lamanya  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  pernah

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri; 

h. Bahwa,  saksi  dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Indan  Adi  Putra  bin  Haerudin,  umur  19  tahun,  Agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, RT. 04 RW. 04, Dusun Karang

Atas,  Desa  Utan,  Kecamatan  Utan,  Kabupaten  Sumbawa,  sebagai

saudara sepupu Pemohon, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara

Islam  memberikan  keterangan  di  dalam  sidang  yang  pada  pokoknya

adalah sebagai berikut: 

a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

b. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat

kediaman bersama di rumah kediaman orang tua Termohon;

c. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

d. Bahwa,  semula  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

berjalan  rukun dan harmonis,  namun  sejak  tahun 1  tahun berjalan

antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

e. Bahwa, yang saksi ketahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak

rukun  lagi  adalah karena faktor  ekonomi  rumah tangga  yang  tidak

tercukupi, Termohon boros dalam memegang keuangan;

f. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama

kurang lebih  4 bulan,  Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama

dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

komunikasi; 

g. Bahwa,  Bahwa,  selama  berpisah  tempat  tinggal  selama  4  bulan

lamanya  tersebut  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak  pernah

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri; 

h. Bahwa,  saksi  dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil;
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Bahwa, atas keterangan  kedua saksi  tersebut  Pemohon  menyatakan

menerima dan membenarkannya;

Bahwa,  setelah  mengajukan  bukti  surat  dan  menghadirkan  saksi

Pemohon  menyatakan  sudah  cukup  dan  tidak  ada  keterangan  lain  yang

perlu  disampaikan  dan  dalam  kesimpulannya  secara  lisan  Pemohon

menyatakan  bahwa  selama  proses  pemeriksaan  perkara  Pemohon  telah

cukup membuktikan dalil-dalil permohoannya, selanjutnya Pemohon mohon

agar  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan

menjatuhkan  putusan  memberi  izin  kepada  Pemohon  untuk  menceraikan

Termohon;

Bahwa, untuk  mempersingkat  isi  putusan  ini  maka  menunjuk  BAS

perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan

ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan Pemohon

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Termohon tidak pernah hadir

di sidang selama dua kali berturut-turut meskipun Termohon telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut, Termohon  tidak  pula  mewakilkan  kepada  Kuasa

Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari

alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang,  bahwa  dengan  ketidakhadiran  Termohon  tersebut,  maka

Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka

telah gugurlah hak-hak Termohon di sidang, sebagaimana dinyatakan dalam

Kitab Al-Hikam al-Qur’an  Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

حكام      من حاكم الى دعي ل      ومن ظالم فهو يجب فلم المسلمين
له   حق

Artinya :  “ Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-

orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur

haknya ”
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 Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon dalam sidang,  oleh

karenanya berdasarkan dalil di atas, dan Pasal 149 RBg, Termohon harus

dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dan  Termohon  beragama  Islam  dan

menikah tercatat resmi secara Islam, dengan demikian secara absolut pokok

perkara  yang  diajukan  oleh  Pemohon  termasuk  tugas  dan  wewenang

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-

undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya

mendamaikan  Pemohon  sebagai  pihak  yang  hadir  dalam sidang  dengan

cara menasehati  Pemohon agar  supaya  tetap mempertahankan keutuhan

rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Pemohon dalam

mengajukan  permohonannya  pada  pokoknya  adalah karena sejak  bulan

September  tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

tersebut  adalah  sebagaimana  terurai  dalam  dalil  nomor  4  dalil  gugatan

Pemohon.  Selanjutnya  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  semakin

memuncak, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin

komunikasi yang baik lagi; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon

telah  mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup,

bertanda P, sesuai dengan ketentuan  pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1)

huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh

karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam

perkara ini;

Menimbang,  bahwa berdasar bukti  surat bertanda P  dikaitkan dengan

pasal 285 R.Bg. terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah secara
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sah  sesuai  dengan  yang  dimaksud  oleh  Pasal  2  Ayat  1  dan  2  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum

Islam; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-

Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah no 9

Tahun  1975  jo  Pasal  134  Kompilasi  Hukum  Islam,  Majelis  Hakim  telah

mendengar  keterangan  pihak  keluarga/orang  dekat  dengan  kedua  belah

pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang memiliki hubungan dekat dengan

Pemohon dihadirkan sebagai saksi Pemohon untuk didengar keterangannya

di dalam sidang;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Pemohon  yang  telah  dihadirkan  di

dalam sidang, yakni  Ahmad bin Syarafuddin, dan Syahrul Ofbiasyah bin

A.kadir,   hubungan kedua saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara

sepupu Pemohon,  kedua  saksi Pemohon tersebut adalah orang yang tidak

termasuk  dilarang  untuk  didengar  keterangannya  dan  keduanya  telah

memberikan  keterangan  di  depan  sidang  sebagaimana  digariskan  dalam

pasal  171  RB.g  serta  telah  disumpah  menurut  tatacara  agama  mereka

sebagaimana  digariskan  dalam  pasal  175  R.Bg  karenanya  secara  formil

kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil

sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan  yang  saling  bersesuaian  yang  pada  pokok  keterangannya

menerangkan bahwa sejak 4 bulan berjalan antara Pemohon dan Termohon

telah berpisah tempat  tinggal,  sebelum keduanya  berpisah tempat tinggal

antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar,disebabkan karena faktor

ekonomi  rumah  tangga  yang  tidak  terpenuhi,  Termohon  boros  dalam

mengelola keuangan, tidak sebanding dengan penghasilan Pemohon, kedua

saksi  Pemohon  menerangkan  bahwa  hingga  kini  antara  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan

keterangan  saksi  yang  diajukkan  oleh  Pemohon,  Majelis  Hakim  menilai
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bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan

Pemohon bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon tersebut  yang  berlangsung secara terus-menerus adalah benar

adanya, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah

tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut

cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam sidang menunjukkan  ketetapan

hatinya untuk talak,  maka Majelis  Hakim perlu mengetengahkan dalil  dari

kitab suci Al-Qur’an surat Al Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

لليمٱٱ  ٱ      عع عع لمي عس عه لل ل لن لإ عف عق لعل لط ل اااا ممو عزاااا ععاااا ن لإ منمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمنمعو  ٢٢٧ن
Artinya:  “Dan  apabila   kamu bertetap hati  untuk talak maka Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah

terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik  Indonesia Nomor :  379/K/AG/1995 tanggal  26  Maret  1997 yang

menyatakan “Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

untuk  hidup rukun kembali”  maka rumah tangga tersebut   terbukti   telah

pecah. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah

tangga  sebagaimana  telah  digambarkan  tersebut  di  atas  tetap

dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya

keserasian  dan  keharmonisan  antara  Pemohon  dan  Termohon  sebagai

suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia

yang  diliputi  oleh  suasana  kasih  sayang  (sakinah  mawaddah  warahmah)

antara keduanya  sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat

21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah

tidak mungkin  dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

sehingga akan membawa  mudhorot yang lebih besar lagi, oleh karena itu

harus  dihindari,  hal  tersebut  sejalan  dengan  maksud  Qo’idah  Fiqih yang

berbunyi:
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درأالمفاسدمقدمعلىجل

    بالمصالح
Artinya  :  “Menghindari  kemudhorotan  lebih  diutamakan  untuk

mendapatkan    yang lebih maslahah”

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah

terjadi  pertengkaran  secara  terus  menerus  hingga  keduanya  telah  pisah

rumah, bahkan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati

Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon namun juga

tidak  berhasil,  karena  pada  pokoknya  Pemohon  tetap  pada  pendiriannya

ingin  bercerai  dengan  Termohon,  selanjutnya  Majelis  Hakim  menarik

kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar

retak.  Sehingga  dengan  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana telah diuraikan tersebut,  menjadi  dasar Persangkaan Hakim

bahwa   antara  Pemohon  dan  Termohon  benar-benar  sudah  tidak  dapat

disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah

digambarkan  tersebut  telah  cukup  mempunyai  kekuatan  hukum  sebagai

fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang

terus-menerus  antara  Pemohon  dan  Termohon,  sehingga  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  tersebut  telah  pecah  dan  sulit  untuk  bisa

diharapkan utuh kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis   berkesimpulan  bahwa  permohonan  Pemohon  telah  terbukti

beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal  116 Huruf (f),  Pasal 119 Ayat  2 Huruf c Kompilasi

Hukum Islam,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim dalam permusyawaratannya

sepakat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya permohonan Pemohon dan

Majelis Hakim harus memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

kepada Termohon di  dalam sidang,  selanjutnya  berdasar  ketentuan pasal

118 Kompilasi  Hukum Islam, Majelis  Hakim memutuskan perkawinan dan
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menetapkan  ikrar  talak  Pemohon  kepada  Termohon  dengan  menetapkan

talak 1 (satu) Pemohon terhadap Termohon dengan talak raj’i;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan  peraturan perundang- undangan yang

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Satria Kusuma bin Syafruddin) untuk

menjatuhkan  talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Animawati  binti

Sapiola) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil

Musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari  Rabu,  tanggal  08  Mei 2019  M.

bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1440 H, oleh kami Majelis Hakim

yang terdiri dari Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si, selaku Ketua

Majelis Hakim,  Mujitahid, S.H., M.H.,  sebagai Hakim Anggota I dan Doni

Burhan  Efendi,  S.HI,  sebagai  Hakim  Anggota  II, dengan  dibantu  oleh

Najamuddin, S.Ag., selaku Panitera Pengganti,  putusan yang mana pada

hari  itu  juga  telah  dibacakan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum dengan

dihadiri  oleh  Pemohon dan  Kuasa  Hukum  Pemohon  tanpa  dihadiri  oleh

Termohon;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.
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Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

Mujitahid, S.H., M.H 

Hakim Anggota II

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd.

Najamuddin, S.Ag

P  erincian Biaya  Perkara :

1. Biaya PendaftaranRp  30.000,00

2. Biaya Proses Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp270.000,00

4. Biaya redaksi Rp  10.000,00

5. Biaya Meterai            Rp    6.000,00 +

           J u m l a h Rp366.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;

Sumbawa Besar,_________________________

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

                   

                Kartika Sri Rohana, S.H.
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